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BAB |

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkawinann merupakan masalah esersi bagi kehidupan setiap
manusia karena disamping perkawinan adalah sarana untuk membentuk
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perkawinan juga merupakan
kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Dengan melalui
perkawinan, hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan
yang dulunya haram dan berdosa kini menjadi halal bahkan berpahala.

Agar hakikat dari perkawinan tersebut tidak mengarah kepada hal-
hal yang bersifat negatif maka perlu adanya pengaturan tersendiri baik dalam
hukum Islam maupun dalam perundang-undangan nasional. Dalam hukum
Islan  masalah perkawinan diterangkan dalam Kitab Suci  Al-Quran
(diantaranya Surat An-Nisa:ayat 1 dan 3 ; Surat An Nuur :32). Sedangkan
dalam perundang-undangan Nasional perkawinan diatur dalam Undang-
undang Nomor [ Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam.

Suatu perkawinan tidak akan terlepas dan peraturan-peraturan.
Peraturan ity pada dasarnya dibuat untuk menciptakan kondisi yang ideal serta
memberikan perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak, Bagi orang
Islam dalam melakukan perkawinan atau perceraian berpegang teguh pada

peraturan-peraturan yang berlaku bagi umat Islam, sedangkan bagi pemeluk
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agama lain tunduk pada hukum agamanya sendin, hal ini scsuai dengan pasal
2 ayat 1 Undang-undang Nomor | Tghun 1974:

Perkawinan 1fu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya

Pada masa sekarang ini wanita, terutama dikota-kota besar memang
makin banyak vang berhasil mengenyam pendidikan tinggi, namun ironisnya,
ketika wanita dianggap sudah bertambah maju, yang muncul kemudian adalah
makin maraknya gaya perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi pada
kantor yang berwenang (Kantor Urusan Agama bagi orang Islam dan Kantor
Catatan Sipil bagi non Islam). Perkawinan semacam ini sering disebut dengan
istilah perkawinan siri atau perkawinan yang tidak terdaftar.

Gaya perkawinan tidak terdaftar ini justru marak dilakukan
dikalangan selebritis, seperti kasus Mark Sungkar Vs Emilia Kontessa, dan
masih banyak lagi, dan sekarang yang lagi hangat-hangatnya di perdebatkan di
semua media baik media elektronika maupun media cetak adalah kasus
Annisa Bahar s1 Ratu goyang patah-patah dengan mantan suaminya Memo.

Ada beberapa alasan mengapa banyak pasangan yang lebih memilih
menikah dengan tidak terdaftar. Alasan pertama karena mereka terdesak
waktu sehingga tidak sempat menyiapkan surat-surat yang diperlukan, kedua
mercka  sengaja diam-diam dan memang tidak mau dicatatkan. Misalnya
karena silelaki sudah beristri. Alasan terakhir adalah karena mereka tidak
mengetahui  bahwa perkaw-finan itu harus dicatatkan pada isntansi yang

berwenang. Faktor ketidak tahuan - ini menempati urutan yang terkecil

+
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mengingat peraturan tentang pencatatan perkawinan sudah tercantum dalam
Undang-undang Nomor 32 tahun 1954.

Bag) pasangan yang menikah dengan tidak terdaftar, umumnya pihak
wanita tidak menyadari akan resiko yang roungkin dihadapinya kelak, yaitu
kemungkinan ia tidak mendapatkan pembagian harta dan tunjangan hidup
apabila sang suami meninggalkannya, juga resiko ketidakjelasan status anak
yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, karena perkawinan orang tuanya
ridak dicatatkan maka tidak ada kcjelasan siapa orang tuanya, sehingga anak
tersebut  tidak memiliki hubungan keperdatan dengan ayahnya, ia banya
mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, dengan demikian dia juga
tidak memiliki hak keperdataan dengan ayahnya, misalnya hak mewaris dan
hak-hak anak sebagaimna layaknya, jika anak tidak memperoleh haknya lalu
bagaimna dengan nasibnya? Apa yang terjadi dengan masa depannya?
Kemanakah dia harus meminta pertanggung jawaban?, contoh yang paling
kecil saja, yaitu apabila anak tersebut akan membuat akta kelahiran, maka ia
akan memakai nama siapa sebagai ayahnya?, kalau ibunya tidak bisa
menunjukkan akta perkawinannya.

Sangat disayangkan jika anak yang merupakan anugerah serta rezki
dari Allah SWT ini disia-siakan apalagi di dholimi, dengan mengingkari tanpa
bukti yang haq. Setiap orang dituntut untuk mengetahui dan memahami nilai
karunia ini, dikarenakan ketidak pahaman mengenai perkara ini menyebabkan

ibu bapak tidak dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab mereka,
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malah mungkin tidak menunaikan hak anak-anak seperti memberikan kasih
sayang dan perhatian yang sewajarnya.

Mengenai hak anak secara umum berbagai negara berpegang pada apa
yang di gariskan PBB. Diantaranya yang disebutkan dalam piagam PBB
(Universal Declaration of Human Rights) adalah mengenai hak asasi anak
yang dinnci sesuai  kebutuhan dan  kepentingannya, berdasarkan
perkembangan fisik dan mentalnya, hak anak-anak ini adalah terutama hak
memperoleh air susu ibu, kasih sayang orang tua dan orang dewasa dalam
segala bentuk disamping hak untuk bermain dengan atau tanpa alat main yang
bukan saja harus aman secara fisik dan biologis tapi juga psikologisnya'.

Bagi kaum muslimin mereka tentu juga harus memperhatikan
bagaimana Islam memecahkan persoalan anak. Islam telah menetapkan syariat
yang sempuma tentang anak-anak, sejak ia dilahirkan bahkan sebelum ia
dilahirkan kedunia bahkan sebelum ﬂi!elakkan ke dalam rahim ibu, hak-l';ﬁk
ini menyangkut pengasuhan, perhatian, etika dan pendidikan. Hak-hak ini
harus dipenuhi oleh sctiap orang yang memegang tanggung jawab baik
keluarga, masyarakat maupun negara.

1.2. Rumusan Masalah:
Berdasarkan uraian latar belakang yang yang saya kemukakan diatas
maka permasalahnnya sebagai berikut:
|.  Bagaimanakah status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak

terdaftar?

' Nafsiah N.Ridwan “lingkungan merampas hak anak” Republika [0 desember 1994,
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2. Bagaimanakah  kedudukan dan hak-hak anak yang lahir dani
perkawinan yang tidak terdaftar? .

Kajian Pustaka

Bagi suatu negara seperti Indonesia ini, mutlak adanya Undang-
undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan
memberikan lanasan hukum perkawinan. Undang-undang Nomor [ tahun
1974 tentang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan
ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya. Dalam undang-
ubnindang nomor 1 tahun 1974, asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai
perkawinan adalah sebagai berikut” -

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal .
Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan
mencapai kesejahteraan materiil dan sprituil

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah
bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing apamanya dan
kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pencatatan tiap-tiap
perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting
dalam kehidupan seseorang, misalnya, kelahiren, kematian yang
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga
dimuat dalam pencatatan,

Undang-undang ini mengandung asas monogami. Hanya apabila
dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang
bersangkutan mengizinkan, seorang suami beristri lebih dari seorang.
Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang
istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya
dapat dilakukan apabila dipenuhi sebagai persyaratan tertentu dan
diputuskan oleh pengadilan.

Undang-undang ini mengandung prinsip bahwa calon suami istri itu harus
telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,
agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa
berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan
sehat.Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri

? Penjelasan Undang-undang perkawinan di Indonesia, Arkola Surabayva, h 29.

TESIS
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yang masih dibawah umur, Disamping itu perkawinan mempunyai
hubungan dengan masalah kependudukan, Temyatalah bahwa batas umur
yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju
kelahiran yang tinggi. Berhubung dengan itu maka Undang-undang ini
menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita,
ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

¢. Karena tyjuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia kekal dan sejahtera, inaka undang-undang ini menganut prinsip
untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alsan-alasan tertentu
serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan

. Hak dan kedudukan oistri harus seimbang dengan hak dan kedudukan
suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan
masyarakat, dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat
dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Hal 1nm dilakukan untuk menjamin Kkepastian hukum, maka
perkawinan berikut segala sesuatu dengan perkawinan yang terjadi sebelum
undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada
adalah sah.

Peraturan hukum yang sekarang ini berlaku di Indonesia adalah

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan khusus bagi
yang beragama Islam juga dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam,
dimana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum lslam
ini dijadikan pedoman bagi para Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk
memecahkan masalah yang timbul dari perkawinan

Mengenai hukum untuk melakukan perkawinan para ahli hukum
Islam telah menyususn teon yang disebut Al-Ahkam-Alkhamsah’ yang

berarti lima kaidah untuk menilai perbuatan manusia dan benda (termasuk

perbuatan perkawinan). Perbuatan perkawinan ditinjau dari kaidah asalnya

> Moh.Daud Ali, Hukum Isiam dan Peradilan Agama,Raja Grafindo Persada, Cet. 1, Jakaria, 1997,
h3.

TESIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK SARI RAHMAWATI




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

adalah jai'iz ataw mubah artinya boleh, atau ada juga yang menyebut ibadah.
Bahwa perkawinan adalah suatu ibadah, hal itu sesuai dengan Hadits Nabi
Muhammad SAW, yang artinya ** sesungguhnya aku ini menikahi seorang
wanita, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku (untu menikah) maka ia
bukan golonganku’™

Tetapi dalam perkembangannya melakukan perkawinan atau
menikah dapat menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Menikah adalah
sunah apabila seseorang telah mampu membiayai atau menguirus rumah
tangga serta ia mampu menjaga dirinya dari keiginan syahwat. Perkawinan
menjadi wajib bila seseorang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga
sedangkan ia takut terjerumus pada perbuatan yang dilarang Allah
(perzinaan). Melakukan perkawinan menjadi makruh jika dilakukan oleh
orang yang cukup umur dan belum dappat menafkahi rumah tangga namun
perkawinan dapat juga menjadi haram Kkalau tujuannya adalah untuk
menyakiti pasangannya ( An-Nisa :24 dan 25). Karena menwut ajaran Islam®
twjuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan
keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan

ketenangan berdasarkan cinta kasih sayang.

¥ “Amalan Separuh Agama”, Al-Falah, Edisi [48/Th XI1/Rabiul Awwal — Rabiuts Tsani 1421 H
Juli 2000, Surabayu h. 10,
*Op Cith27
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Istilah perkawinan tidak terdafiar diadopsi danri dari istilah kawin siri
yang berasal dari bahasa Arab vaitu “sirr atau sirrun“yang artinya
dirahasiakan atau apa-apa yang disembunyikan dalam dirinya atau jiwanya®

Perkawinan tidak terdaftar adalah suatu bentuk perkawinan yang
dilakukan oleh masyarakat Islam dengan Modin atau Kyai sebagai
pelaksanaannya yang harus memenuhi ketentuan mutlak sahnya akad nikah,
yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, ijab gabul dan saksi.

Dengan melihat pengentian dan tata cara yang dilakuar, perkawinan
tidak terdaftar maka jelaslah bahwa perkawinan tersebut adalah sah, sesuai
dengan pasal 2 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991, pasal 47 yaitu,
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
demngan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dengan melihat penjelasan diatas maka anak yang lahir dari
perkawinan yang tidak terdaftar adalah anak sah sesuai dengan pasal 24
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana pengertian anak sah adalah
anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Namun posisi
anak yang lahir dan perkawinan yang tidak terdaftar dimata hukum positif
kita berada dalam posisi yang lemah sehingga sulit untuk menuntut hak-
haknya apabila kelak terjadi perceraian, karena akan sulit sekali anak

inendapat hak terutama hak untuk mewaris dari orang tuanva tanpa adanya

® Y usul' Muhammad, “Istam Memang Kawin Siri”, makalah Seminar sehari kawin siri ditinjau dari
sudut hukum agama, sosial, psikologi, dan hukum, fakultas Hukum Universitas Jember, W2, h.23
7 0p Cit, h.180
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bukti perkawinan yang tertulis. Dan yang lebib penting lagi anak tersebut
trdak memperoleh haknya sebagai scorang anak dari orang tuanya.
1.4. Metode Penelitian
a. Tipe Penelitian
Penelitian ini merupakanpenelitian yuridis normatif yaitu dengan
membahas peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang
Nomor | tahun 1974 tentang perkawinan, BW, PP 1975, Hukum [slam,
serta mengacu pada beberapa pendapat serta norma-norma  aturan yng
terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang
berkaitan dengan pokok permasalahan.
b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan
Statute Approach adalah pendekatan terhadap permasalahan dengan
mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada
kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Pendekatan secara Statute Approach adalah pendekatan terhadap
permasalahan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang beriaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

C. Sumber Hukum
Bahan hukum primer diperoieh dari peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
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Sedangkan bahan hukum sckunder adalah bahan hukum yang
diperoleh dan dikaitkan |, hasil penelitian yang ada, hasil seminar, dan
tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Langkah penulisan Hukum

Langkah penulisan hukum dalam tesis ini dengan jalan melakukan
pengumpulan (Inventarisasi) dan pengelompokan (klasifikasi) terjhadap
bahan-bahan hukum yang ada, baik bahan hukum primer maupun bahan
hukum sckunder, selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diuraikan
secara sistematis dengan menggunakan argumentisi yuridis dengan
dikaitkan terhadap permasalahan sehingga akan dipeoleh jawaban dari
permasalahan yang dikemukakan dan jawaban tersebut dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis

adalah:
a. Untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan tidak
terdaftar.
b. Kedudukan dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak
terdaftar.
1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika
Untuk dapat membenkan jawaban yang jelas dan terperinci
mengenai permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, maka rancangan
susunan bab dalam tesisi ini terdiri dari beberapa sub bab dengan urutan

sebagai benkut:
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Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar betakang masalah, rumusan
masalah, kerangka teori dan konsepsi, metode penelitian. Bab I ini
merupakan pengantar awal dari seluruh tesis dengan membaca bab I maka
akan dapat diketahui maksud dari pembahasannya.

Bab i, membahas status anak dari perkawinan yang tidak terdaftar.
pada bab im diuraikan beberapa bagian yang saling berhubungan yz;itu:
uraian dimulai dengan menjelaskan pengertian dan bentuk perkawina yang
tidak terdafiar, keabsahan perkawinan yang tidak terdaftar menurut Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Hukum Islam, dan diakhiri dengan
pembahasan akibat perkawinan tidak terdaftar terhadap status anak,
sehingga akan diperoleh djawaban dari permasalahan pertama.

Bab [l membahas tentang akibat hukum terhadap anak yang lahir
dan perkawinan tidak terdaftar, bab ini memberikan gambaran tentang hak-
hak yang timbul bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak
terdaftar, Penyelesaian sengketa hak pemeliharaan anak yang dilahirkan dari
perkawinan yang tidak terdaftar, praktek perkawinan tidak terdaftar terhadap
kehidupan anak, pemeliharaan dan tanggung jawab terhadap anak bila
terjadi perceraian, hak pewarisan anak dari perkawinan tidak terdaftar, hak
pewansan anak menurut BW dan hak pewarisan anak menurut Kompilasi
Hukum [slam sebagai pembauran hukum perkawinan, hukum kewarisan dan

hukum perwakapan I[slam.
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Bab 1V Penutup yang merupakan akhir dan tesis yang bensi
tentang simpulan hendak menguraikan ikhtisar hsil pembahasan, dan saran
yang dihasilkan oleh penulisan tesis ini berdasarkan analisis yuridis normatif

yang mendasarinya.
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.BAB I

STATUS ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERDAFTAR

2.1. Pengertian dan Bentuk Perkawinan Tidak Terdaftar

Suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan istilah di bawah
tangan atau lebih dikenal dengan “kawin siri” bukan merupakan hal baru di
Indonesia. Pada masa sekarang ini, banyak sekali orang-orang melakukan
perkawinan tidak terdaftar. Meskipun para wanita telah mencapai tingkat
hidup yang moderen namun fenomena tentang perkawinan di bawah tangan
tetap marak. Hal ini terkait erat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 dimana seorang laki-laki Pegawai negeri Sipil tidak dapat
berpoligami tanpa seijin istri pertama yang dinikahi secara sah dihadapal_l
pegawal pencatat pernikahan. Meskipun ada indikasi bahwa pcraturaﬁ
pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 direncanakan dicabut, yang saat ini
masih timbul pro dan kontra, namun gaya perkawinan di bawah tangan tetap
menjadi trend dan digemari dengan pertimbangan praktis dan mudah tanpa
memperhitungkan akibat hukumnya.

Perkawinan yang dilakukan dengan tidak terdaftar maksudnya
talah perkawinan itu dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun maupun
syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam, tetapi
pelaksanaannya tidak melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan

Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

13
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Umumnya mereka terutama pihak wanita tidak menyadari bahwa
bentuk perkawinan seperti itu mengandung resiko berat terutama
menyangkut pembuktian nasab (hubungan darah atau keturunan), masalah
harta bersania antara suami dan istri, hak saling mewaris anak dan orang
tuanya dan juga antara suami istri karena tidak adanya pengakuan dari
negara atas adanya perkawinan itu.

Ada beberapa macam bentuk tipe dari perkawinan tidak terdaftar,
menurut ldris Ramulyo, yang berkembanp didalam masyarakat sesuai

" dengan adat istiadat masing-masing;

1. Perkawinan gelap yaitu kawin tanpa memenuhi prosedur scbagaimana
mestinya seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,
biasa disebut perkawinan dibawah tanagn (perkawinan yang tidak
terdafiar)

2. perkawinan gelap dan jebolan atau kawin panggilan oleh Kantor Urusan
Agama, dipungut biaya sebesar Rp.25.000,- sampai dengan Rp.50.000,-.
Kawin jebolan ini tidak hanya di kota saja di daerah juga sering terjadi
dengan pungutan yang melebihi ketentuan yang berlaku.

3. Adat kumpul kebo orang Samin di Jawa Tengah, Kecamnatan Sukolilo
27 kilometer disebelah Pati yakni dimana calon pengantin diharuskan
bergaul lebih dahulu dengan cara kumpul kebo dalam waktu yang
ditentukan. Apabila setelah pergaulan itu wanitanya hamil penduduk
menganggap mereka resmi suami istri tanpa acara pernikahan, tetapi
hanya menghadapkan pasangan tersebut kepada kepala Desa. Hal ini
hampir sama dengan kumpul kebo yang dilakukan oleh remaja Trunyan
Bali dimana kumpul kebo itu dianggap sebagai sekperimen menuju
kejenjang perkawinan,

4. Perkawinan Liar yakni seorang yang cukup umur untuk kawin, cukup
datang ke orang tua gadis dengan disaksikan oleh beberapa orang warga
atau penduduk. Seorang warga itu bertindak sebagai saksi, seorang
sebagai penghulu, sedang walinya adalah ayah si gadis.

5. Kebiasaan “dampulan” atau samen leven di daerah Bojonegoro Jawa
Timur yaitu dimana pada hari pasaran para wanita beramai-ramai pergi
kepasar dimana para pedagang dari berbagai desa datang. Disana para
wanita itu berdiri berderet menjajakan diri. Lelaki dapat mengamati dan
memilih pasangannya. Setelah saling merasa cocok ia dapat membawa
wanita itu pulang kerumahnya untuk diperlakukan sebagai istri tanpa
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nikah. Sctelah merasa tidak cocok, wanita itu dikembalikan kepasar
dimana mereka diambil *

Namun seiring dengan perkembangan jaman dan makin meluasnya
ajaran Islam, adat kumpul kebo, perkawinan liar dan kebiasaan dampulan
atau samen leven semakin berkurang mengingat hal-hal tersebut
bertentangan dengan ajaran Islam, Islam menyatakan bahwa perkawinan
dapat menjadi sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu
adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah, para
saksi dan ijab qobul.

2.2. Keabsahan Perkawinan Tidak terdaftar Menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Sebelum membahas lebih lanjut tentang kebasahan perkawinan
yang tidak terdafiar maka penulis terlebih dalulu menjelaskan mengenai
pengertian perkawinan,

Pengertian perkawinan yang terdapat didalam tiap-tiap peraturan
perundangan yang berlaku dipelbagai negara adalah berlainan satu sama
lain.

Ada beberapa pengertian perkawinan yang dapat diajukan sebagat
bahan perbandingan:

. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 pasal

menyatakan:

¥ Idris Rantulyo, Hlukum Perhawinan,Hukum Kew arisan, Hubum Acara Peradilan Agama dan
sakat Menurut Hukum Islam, Cet [, Sinar Gralika, jakarta, 1995h.71.
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perkawinan ialah tkatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangya) vang bahagia dan kekal berdarkan Ketuhanan Yang Maha Isa.
2. Pada pasal 26 BW memandang suatu perkawinan hanya dari sudut
keperdataan saja terlepas dari peratutan keagamaan. Dalam BW tidak
memberikan defenisi tentang perkawinan. Jadi hanya menyerahkan
pengertian perkawinan semata-mata pada ketentuan undang-undang saja.
Terlepas dari aspek kerohanian dan dasar Ketuhanan dan sama sekali
tidak memperhatikan faktor-faktor keagamaan.
3. Dalam codex caunisi sebagai peraturan yang berlaku bagi agama Kristen
menyebutkan:
bahwa perkawinan pada hakekatnya merupakan suatu perjanjian antara
seorang suami dengan seorang istri, akan tetapi perjanjian itu merupakan
perjanjian yang sifatnya istimewa dimana masing-masing pihak tidak
boieh melanggar perjanjian tersebut dengan seenaknya,
4. Menurut Hukum Islam
Perkawinan adalah akad antara calon suami —istri untuk memenuhi hajat
menurut yang diatur oleh syariat. Yang dimaksud dengan akad ialah ijab
dari pihak wali perempuan atau wakiln;ra, yang dilaksanakan dihadapan
dua orang saksi yang memenuhi syarat.
Dari macam-macam defenisi perkawinan tersebut diatas, penulis
lebih cenderung untuk menyatukannya sebagai suatu pengertian perkawinan

pada umumnya. Bahwa pada prinsipnya: pengertian perkawinan adalah

sama antara satu dengan yang lainnya, yaitu:

? Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Pustaka mahmuda Jakana, Cetakan kedua,
tahun 1964
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Merupakan perjanjian dalam masyarakat antara seorang pria
dengan seorang wanita dengan tuitan untuk membentuk suatu
rumah tangga, menuju keluarga yang berbahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan untuk mencapai
tujuan tersebut, maka perjanjian itu harus dilakukan berdasarkan
peraturan yang berlaku bagi masyarakat dan negaranya.

2.2.1. Keabsahan Perkawinan Tidak Terdaftar Menurut Undang-undang

Nomor ! Tahun 1974

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor | Tahun 1974
tentang perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita
sebagal suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tentang keabsahan dari suatu perkawinan, secara garis besar
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat | mengatur
bahwa:

“Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut masing-masing

agama dan kepercayaan i,

Kemudian ditegaskan lagi dalam ayat 2-nya bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicaiat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku ™.
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Ada dua pendapat tentang tafsiran dari pasal 2 undang-undang
perkawinan tersebut:

Pertama:

Ada beberapa sarjana hukum yang cenderung memisahkan tafsiran
pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2, dengan menyatakan bahwa
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaan itu, sedangkan pendaftaran hanyalah
merupakan syarat administratif saja sehingga dilakukan pencatatan atau
tidak bukan merupakan suatu cacat dan tidak menyebabkan perkawinan
tersebut tidak sah.

Kedua:

Ada pula kecenderungan para sarjana hukum yang menyatakan
bahwa sahnya perkawinan bukan hanya dilihat dari sudut yuridis saja
tetapi juga dikaitkan secara sosiologis, artinya keabsahan perkawinan
juga memperhatikan pandangan masyarakat sekitar dalam hubungan
antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.Jadi antara pasal 2
ayat | dan ayat 2 merupakan satu kesatuan yang sedemikian rupa
schingga tidak dapat dipisahkan. Apabila dipisahkan maka kekuatannya
akan berkurang. Maksudnya adalah apabila suatu perkawinan telah
difakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya tetapi tidak
dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah maka

ketentuan hukum perkawinan tersebut akan lemah.
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Pendapat kedua ini selain berkaitan dengan hukum dan sosiologis

juga dikaitkan dengdn akibat hukum perkawinan karena setiap

perkawinan yang sah akan mempunyai akibat hukum antara lain:

W~

N

Meujadi halal melakukan hubungan seksual antara suami istri

Mas kawin (mahar) yang diberikan suami menjadi hak milik istri
Menimbulkan hak-hak dan kewajiban suami istri

anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak-anak
yang sah

Antara suami istri berhak saling waris mewarisi dan anak-anaknya
berhak mewartis dari orang tuanya.

Menimbuikan larangan perkawinan karenahubungan semenda
Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. '

Menurut Tjuk Wirawan, Dosen Faklutas Hukum Universitas

Jember, bahwa dengan yang telah ditetapkan dalam pasal ! ayat 1 dan 2,

undang-undang tersebut maka suatu perkawinan yang hanya dilakukan

sesual dengan kepercayaannya saja tanpa dicatatkun kepada pegawai

pencatat nikah maka perkawinan tersebut tidak sah'’

Sedangkan Martiman Prodjohamidjoyo menyatakan bahwa

perkawinan dianggap sah apabila memnenuhi syarat-syarat sebagai

dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaannya masing-

dilakukan secara tertin menurut hukum syari’ah (bagi yang
beragama I[slam)

dicatatkan menurut perundang-undangan dengan dihadiri
oleh pencatat nikah'*

benkut:
l.
masing
2.
3.
" Ibid. h.22
" 1bid. h.23
12 ibid h.24
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Peraturan tentang perkawinan di dalam Undang-undang Nomor |
Tahun 1974 tidak memuat tentang istilah perkawinan yang tidak tercatat
sehingga bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan sepertl ini menurut
undang-undang perkawinan adalah tidak sah karena tidak dilakukan
sesuai peraturan-peraturan yang ada. Pencatatan tiap-tiap perkawinan
merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pencatatan sutu
peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran,
kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan)
yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam
masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-
undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih
khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga melalui
pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang
masing-masing suami istri mendapat salinannya. Apabila terjadi
perselisihan dan percekcokan atau salah satu pihak tidak bertanggung
Jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna
mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing karena
dengan akta nikah tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas
perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Sebelum membahas lebih lanjut terlebih dahulu penulis akan
mengetengahkan pengertian akta secara umum, Yang pertama menurut

Subekti dalam kamus hukumnya:
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akta atau acte adalah “surat tanda bukti, suatu tulisan ."yang
ditandatanganinya dan diperuntukkan membuktikan kebenaran apa
yang tertera didalammnya™'?

Selanjutnya pendapat dani Sudikno Mertokusumo:

"akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat

peristiwa-peristiwa  yang menjadi dasar dari seatu hak stan

perikatan, yang dinuat sejak semula dengan sengaja untuk
pembuktian”

Peristiwa hukum yang disebut dalam surat tersebut yang
dibutuhkan sebabagi alat pembuktian haruslah merupakan pe.istiwa
hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

Jika peristiwa hukum yang discbut dalam surat itu dapat menjadi
dasar suatu hak atau perikatan, maka jika surat itu tidak sama sekali
memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak
atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin
surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat
tersebut harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Jadi menurut pengertian
unsur ini bahwa suatu akta dibuat secara sengaja untuk menciptakan

suatu bukti tertulis. Belumlah tentu bahwa akia itu, pada waktu akan

dipergunakan sebagai bukti dipersidangan,akan tetapi suatu akta

PR Subekti, Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita jakarta, 1989 k.5
"' Sudikno Mertokusumo. Hukem Acara Perdaia Indonesia, Liberty, Y ogyakarta, 1993,h. 120
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merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum telah dilakukan dan akta
itu adalah buktinya.

Apabila kita kembali melihat pasal 1869 BW akan dapat kita
golongkan akta tersebut menjadi dua golongan yaitu akta otentik dan
akta di bawah tangan. Akta otentik defenisinya termuat dalam pasal 165
HIR sebagai berikut:

"akta otentik, yaitu surat yang deperbuat oleh atau dil.adapan
pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan
bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta
sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang
segala hal, yang tersebut dalam surat tersebut dan juga tentang
yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi
yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan langsung
berhubung dengan pokok dalam akta itu”

Pegawai atau pejabat umum yang dimaksud dapat seorang notaris,
hakim, juru sita suatu pengadilan, camat, PPAT dan seorang pegawai
pencatat nikah (catatn sipil). Dengan demikian suatu akta notars,
putusan hakim dan juga akta vang dikelurakan oleh Kantor Urusan
Agama dan catatn sipil, tenmasuk akta otentik.

Menurut pasal 1868 BW, ada dua macam akta otentik yaitu akta
yang dibuat oleh dan akta yang dibuat di hadapan pegawai atau pejabat
umum yang ditunjuk oieh undang-undang. Contoh akta yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang yaitu seorang datang ke Kantor Uruisan Agama

atau Kantor catatn sipil untuk mendaftarkan suatu perkawinan dan

kemudian dibuat akta perkawinan.

KEDUDUKAN HUKUM ANAK SARI RAHMAWATI



IR-PER .USTAKAAN_UNIVERSITAS AIRLANGGA,

. )
] KA G T 23
i Ty o . ¢ e

whiv‘.‘f.nu«"rhs ASRLARNOK 7Y

SUKABAYa J

Sedangkan akta yang dibuat di hadapan pejabat umum contohnya
adalah beberapa orang datang pada seorang notaris mengemukakn
kehendaknya untuk mengadakan perjanjian jual beli dan minta kepada
notaris untuk dibuatkan suatu akta terhadap perjanjian tersebut. Dalam
akta yang dibuatkan dihadapan pejabat umun atau dapat juga disebut
sebagai akta para pihak atau “acta Party”, para pejabat pembuat akta
sama sekali tidak pemah memulai inisiatif, sedangkan pada akta relass
atau akta yang dibuat pejabat yang berwenang kadang-kadang yang
memulai inisiatif adalah pejabat pembuat akta tersebut.

Otentik tidaknya suatu akta tidak ditentukan hanya bila akta
tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja, cara membuat akta
otentik haruslah menurut ketentuan undang-undang. Suartu akta yang
dibuat oleh pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan
untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidak dapat dianggap
sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai
akta di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak yang
berkepentingan.

Akta di bawah tangan adalah yang dimaskudkan oleh para pihak
sebagai alat buki, tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
pembuat akta. Apabila kita kembali pada pasal 1869 BW sesungguhnya
akta yang dibuat atau dihadapan pejabat umum dapat menjadi akta di
bawah tangan jika pejabat itu tidak berwenang dan tidak cakap dalam

membuat akta tersebut, serta terdapat cacat dalam bentuknya.
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 mengharuskan
pencatatan terhadap tiap perkawinan. Dalam pada itu di Negara kita
terdapat dua Instansi/Lembaga yang diebri tugas mencatat perkawinan
dan perceraian dan ruju’(bagi sitem perkawinan menurut agama Islam)
yaitu di Kantor Urusan Agama dan di Kantor catatn sipil.

Karena perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang
bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta
untuk menjamin kepastian hukumnya maka suatu perkawinan harus
memenuhi rukun dan syarat bagi sahnya perkawinan.

Adapun syarat bagi sahnya perkawinan menurut Undang-undang
Nomor 1| Tahun 1974 adalah sebagai berikut-

. Harus berdasarkan persetujuan yang bebas diantara calon

suami dan calon istri, artinya perkawinan itu tadi bukan

karena paksaan (pasal 6 ayat 1)

L]

Pada dasarnya asas perkawinan adalah satu suami satu istri
(monogami) kecuali ada dispensasi dari pengadilan agama
dengan syarat ada ijin dari istri pertama serta kepastian
bahwa suami mampu berbuat adil dan mampu menghidupi
istri-istri dan anak-anaknya maka seorang suami dapat
berpoligami (pasal 3 ayat { dan ayat 2)

3. Pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16

{(enam belas) tahun (pasal 7 ayat 1)
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4. ada 1yin dari kedua orang tua msing-masing kecuali dalam

hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua

puluh satu) tahun atau apabila berumur kurang dari 19

(sembitan belas) dan 16 (enam belas) tahun maka harus

mendapat dispensasi dari pengadilan agama (pasal 6 ayat 2)

ih

Calon pengantin adalah orang yang tidak termasuk dalam

larangan-larangan perkawinan (pasal 8) yaitu:

a.

Tidak berhubungan dalam garis keturunan lurus
kebawah maupun keatas

Tidak berhubungan darah dalam garis keturunan
kesamping yaitu antara saudara dengan saudara omg
tua dan diantara seseorang dengan saudara neneknya.
Tidak berhubgan semenda yaitu mertua,anak tiri,
menantu dengan ibu atau bapak tiri

Tidak berhubungan susuan yaitu orang tua susuan,
paman, bibi susuan.

Tidak berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau
sebagai bibi atau keponakan dari istri apabila istri
lebih dari seorang,

Tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya .

atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawain.

6. Tidak terikat perkawinan dengan orang lain
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7. Apabila suami istnl telah bercerai untuk kedua kalinya
dengan pasangan yang sama maka tidak boleh lagi
dilangsungkan perkawinandiantara mereka kecuali hukum
masing-masing agama dan keperacayaannya menentukan
lain (pasal 10),

8  Telah selesai atau lampau tenggang waktu tunggu (masa
[ddah) bagi wanita yang perkawinanya terputus (pasal 11
ayat 1)

9. perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan tata tertib
perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun
1975 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”

Apabila suatu perkawinan dilangsungkan tidak sesuai dengan
syarat-syarat sahnya perkawinan maka perkawinan ‘ersebut dapat
dibatalkan (difasidkan).

Keabsahan Perkawinan Tidak Terdaftar Menurut Hukum

Islam
Hakekat dari perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang

sangat kuat atan miitsaqan gholidhan untuk mentaati perintah

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 Kowpilasi

Hukum Islam). Lafadz miitsagan gholidhan disebutkan dalam 2

ayat Al-Quran yaitu Q.8 An-Nisa : 21 dan 154 dan Al-Ahzab :7

¥ R. Subekts, Tjitrosoedibyo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Pradnva Paramita,

1996,
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dimana ketiga Iaféndz tersebut menunjuk kepada perjanjian yang
amal Kokoh untuk taat kepada perintah Allah.

Sedangkan perkawinan yang tidak tercatat adalah suatu
perkawinan yang dilakukan orang Islam dan memenuhi baik rukun
maupun syarat perkawinan namun tidak didaftarkan pada Pejabat
Pencatat Nikah atau Pegawai Pembantu pencatat nikah Talak dan
Rujuk (P3NTR). Sebagaimana diatur oleh Undang-undang 22
Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 jo. Pasal 2
ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan peraturan
pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Perkawinan yang tidak tercatat telah menjadi suatu “entuk
perkawinan yang merupakan trend dimasa kini yang timbul dan
berkeinbang secara diam-diam dan sekarang telch menjadi rahasia
wnum pada sebagian masayarakat Islam di Indonesia.mereka
berusaha menghindani diri dari sistem dan cara pengaturan
pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya.
Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan
dengan hukum Islam,

Keabsahan perkawinan dalam hukum Islam adalah
terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor | Tahun 1974 menyatakan
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bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamnya, dan bagi umat Islam ketentuan mengenai

terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan
yang menentukan sahnya suatu perkawinan.

Adapun unsur-unsur baik yang merupakan rukun dan syarat
perkawinan adalah sebagai berikut:

. Adanya calon laki-laki dan perempuan yang merupakan
syarat mutlak (qonditio sine qua non). Persyaratan ini
didasrkan pada pemikiran yang rasional, logis, bahwa tidak
dapat dikatakan ada perkawinan bila hanya ada seorang laki-
laki saja atau seorang perempuan saja. Dan perkawinan juga
tidak ada apabila kedua-duanya laki-laki saja, syarat-syarat
calon mempelai:

- Beragama Islam
- Akil baligh (dewasa dan berakal)
- Sehat jasmani dan rohani.

2. adanya persetujuan bebas antara kedua calon pengantin.
Perkawinan tidak boleh dipaksakan. Hal ini berdasarkan
Hadist Rasul Allah yang diriwayatkan oleh Imam Akhmad,
Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Duruqutuhny, dimana seorang
wanita telah mengadu kepada Rasul Allah bahwa ia telah

dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang muslim tetapi dia

KEDUDUKAN HUKUM ANAK SARI RAHMAWATI



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
29

tidak setwju. Oleh Rasul allah ditanyakan apakah wanita itu
mau menenl§kan perkawinanya itu atau mau dibatalkan?'®

3. Adanya wali.nikah dan calon pengantin wanita,
Wali biasanya diwakili oleh ayahnya, bilamana tidak ada
ayah dapat digantikan oleh kakeknya (ayah dari ayah),
bilamana juga tidak ada dapat diwakili oleh saudara laki-laki
kandung dari pengantin perempuan, bilaman tidak ada juga
dapat diwakilkan kepada saudara laki-laki dan ayah atau
paman. Wali ayah dan kakek disebut wali mujbir (memaksa)
sedang wali sesudah ayah dan kakek itu disebut wali nasab
biasa (tidak memaksa).
Syarat-syarat wali
~ laki-laki
- beragama Islam
~ Agqil baligh {dewasa dan berakal)
- adil
Keharusan adanya wali didasrkan pada mazhab syafi’i yang
bersumber pada Al-Qur’an Surat An-Nuur ayat 32 dan Hadist
rasul yang bersumber dari Siti aisyah ra yang diriwayatkan
oleh Imam akhmad dan An-Nasdi. Menurut pendapat Imam

Abu Hanifa (hanafi) wali tidak merupakan syarat akad nikah,

'8 Sulaiman Rasyid. Figih Islam, Attohirivah, jakanta. 1954 h.383
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kecuali kalau yang kaan menikah itu anak perempuan yang
masth di bawah umur {belumn aqil baliq)]7

4. Adanya dua orang saksi
Al-qur’an tidak mengatur secara tegas mengenai saksi nikah
tetapi dalam hal talak dan rujuk disebutkan tentang saksi.
Maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan adanya
perkawinan itu selain adanya wali harus ada pula saksi.
Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan
kepastian hukum bagi masyarakat sehingga baik suami
maupun 1stn tiodak dapat secara mudah mengingkari ikatan
perjanjian perkawinan yang suci tersebut.
Syarat-syarat saksi:
- Laki-laki (apabila tidak ada dua orang laki-laki maka boleh

seorang laki-laki diganti dengan dua orang peempuan),

- Beragam Islam
- Agqil Baliq adil
Adanya saksi berdasarkan analogis (qias) Al-Qur’an surat Al-
baqarah ayat 282 yang mengatur tentang muamalah
(transaski) dan Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 2 yang

mengatur tentang kesaksian mengenai talaq.

' Zahry hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan islam dan Undang-undang Perkawinan Islam..
Bina Cipata, Jakarta, tahun 1978,h.53
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5. Adanya Mas kawin {(mahar)
Suami berkewajiban membayar mahar kepada istrinya
berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 25. mengenai
Jumiah mahar tidak ada ketentuannya tetapi tergantung
kemampuan calon suami dan keikhlsan atau persetujuan
calon 1stn.

6.  Adanya ucapan(sighat) “ijab dan Qabul”
ljab artinya pernyataan kehendak (penawaran) dari calon
pengantin wanita yang lazimnya diwakili olea wali, yaitn
pemyataan kehendak untuk mengikatkan diri kepada seorang
laki-laki sebagai suaminya secara formil. Qabul artinya
pemyataan penerimaan oleh pihak laki-laki atas ijab pihak
perempuan. Dengan diucapkannya iluar (lafadz) ijab dan
pihak wanita dan lafadz qabul dari pihak pria maka pasangan
tersebut resmi menjadi suami istri.

7. Adanya walimah (pesta perkawinan)
Walimah artinya pengumuman pernikahan itu dalam suatu
pesta resmi yang tergantung dari kemampuan para pihak.
Pesta ini tidak wajib hukumnya.
Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur

tentang pencatatan perkawinan dapat dipahami bashwa pencatatan

tersebut adalah syarat administratif saja, artinya perkawinan tetap

sah karena penentuan sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh
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noma-norma agama dari  pihak-pihak yang melangsungkan
perkawinan. Pengatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan
suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang
timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya
maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak
memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik. Selain itu pencatatan
perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban hukum dalam
masyarakat,

Oleh karena perkawinan sudah sah tanpa perh1 ada pencatatan
maka ada kecenderungan orang-orang Islam sekarang tidak perlu
mendaftarkan atau mencatatkan perkawinanya ke Kantor pejabat
pencatat Nikah atau PANTR dengan alasan:

a. Bagi orang yang baru pertama kali menikah dan fanatik
terhadap agama, mereka lebih senang melakukan perkawinan
vang tidak tercatat, tidak perlu menghubungi Pegawai Pencatat
nikah atau Kantor Urusan Agama karena:

1. Menurut Undang-undang Nomor ! Tahun 1974 (pasal 2
ayat 1) maupun hukum Islam perkawinan yang tidak
tercatat sudah sah meskipun tanpa pencatatan.

2. Menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan kadang-
kadang memakan waktu lama mengurus pendaftaran surat-

surat llurah dan sebagainya.
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3. Menghindari biaya yang mahal yang kadang-kadang tidak
terjangkau oleh mereka.
b. Bagi orang-orang yang menikah untuk kedua kalinya:
1. Menghindan 1zin tertulis dari istri pertama yang pada
umumnya istr pertama tidak akan pernah membeni izin
2. Menghindarkan diri dan tanggung jawab terhadap istri
kedua
3. Tidak perlu lagi mengajukan permohonan nikah kepada
pengadilan agama.
2.3.  Akibat perkawinan Tidak Terdaftar Terhadap Status Anak.
Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memnuhi
kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk membentuk
keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani
hidupnya didunia ini. Perkawinan yang bertujuan mencegah perzinaan
agar tercipta ketentaraman dan ketenangan jiwa bagi yang
bersangkutan, ketenteraman keluarga dan ketenteraman masyarakat.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwz;
perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
maha Esa. Daru defenisi ini dapat ditarik kesimpulan hahwa tujuan

perkawinan menurut Undang-undang perkawinan adalah untuk
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emmbentuk keluarga yang terdini dari ayah, ibu dan anak-anak yang
berbahagia dan kekal dengan tetap berdasarkan pada ajaran agama.

Dalam Surah An-Nisaa'ayat 1 Allah berfirman:

Hai manusia sekalian bertakwalah kepada Tuhanmu yang

telah menciptakan dan memperkembangbiakkan laki-laki dan

perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang
dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu
sama lain dan peliaharalah hubungan silaturhmi.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”,

Sedangkan Firman Aliah dalam Surah  An-nahl ayat 72
menvatakan:

“Allah menjadikan kamu istri-istri kamu itu, anak-anak dan

cucu-cucu dan memberikan rizki yang baik-baik”

Dari uraian tersebut diatas dapat ditafsickan bahwa tujuan
perkawinan antara lain adalah untuk memperoleh keturunan yang sah
yaitu anak-anak yang akan mewarisi haria kekayaan orang tuanya
dan melanjutkan generasi keluarga. Anak yang sah adakah :

a.  anak yang dilahirkan dalam atau akibat suatu perkawinan yang
sah.

b.  Hasil pembuahan suami istri yang sah walaupun berada diluar
rahim istri

Sedangkan anak yang kahir diluar perkawinan tidak dapat
disebut sebagai anak sah dan hanya mempunyai hubungan nasab

dengan ibunya dan keluarga ibunya.
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Perkawinan yang udak tercatat menurnt  Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 adalah tidak sah karena tidak dilakukan sesuai
dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu tidak dipenuhinya
kewajiban untuk mencatatkan perkawinan tersebutkepda Fegawai
Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama seperti yang disyaratkan
oleh Undang-undang Perkawinan Nomor ! Tahun1974 (dalam pasal
2 ayal 2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus
dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena merupakan perkawinan yang tidak sah maka
perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai akibat hukum
seperti seperti yang telah disebutkan daiatas.Salah satunya adalah
anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar dianggap
anak tidak sah atau anak luar kawin, karena tidak ada pengakuan dari
negara bahwa telah terjadi perkawinan itu. Anak tersebut dianggap
tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya tetapi hanya
mempunyai hubungan ibunya dengan keluarga ibunya saja schingga
ia tidak berhak mewaris dari ayahnya dan keluarga ayahnya. Inj
terjadi karena tidak adanya akia nikah schingga tidak ada bukti
otentik untuk membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan.

Sedangkan hukum Islam berpandangan bahwa meskipun
suatu perkawinan tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang
mencatat perkawinan, namun selama pelaksanaan perkawinan yang

tidak terdafiar itu telah memenuhi rukun dan syara* untuk sahnya
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perkawinan yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan,
wall mkah, ijab qabul dan para saksi maka perkawinan itu adalah
sah.Tetapi meskipun pencatatan perkawinan dalam hukum Islam
hukumnya sunnah namun eksisitensinya atau keberadaannya sangat
diperlukan, karena pencatatan perkawinan yang berupa akte nikah
merupakan alat bukti otentik yang keabsahannya tidak dapat
dipungkini sehingga perkawinan yang tidak tercatat ini tetap
mempunyai akibat hukum seperti yang disebutkan di depan dan anak
yang dilahirkan dari perkawinan ini adalah anak yang seh dan berhak
mewaris dari kedua orang tuanya,

Ketentuan menegnai hak mewaris dan anak, tersebut baik
anak laki-laki maupun anak perempuan terdapat dalam Al-Qur’an,
Hadits dan kitab-kitab figih hasil pemahaman para ulama mujtahidin.
I.  Ketentuan dalam Al-Qur’an

“orang laki-laki memperoleh hagian dari paa yang ditinggalkan
bapak ibunya dan kerabat dekatnya. Dan orarg perempuan
memperoleh bagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh ibu
bapaknya dan kerabat dekatnya, baik sedikit atau banyak
merupakan bagian yang sudah ditentukan. "(QS.An-Nisa’:7).

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa anak laki-laki
dan anak perempuan adalah ahli waris atas harta peninggalan ibu
bapaknya dan juga merupakan ahli waris atas harta peninggalan
keluarga dekatnya. Anak laki-laki maupun perempuansama-sama

mempunyal hak atas warisan itv. Sedangkan untuk ketentuan

jumlahnya sudah ditentukan Allah secara pasti.
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BAB III
AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI

PERKAWINAN TIDAK TERDAFTAR

3.1. Hak-hak yang Timbul Bagi Anak yang Diishirkan dari Perkawinan
Tidak Terdaftar
Parameter untuk menentukan kedudukan anak yang lahir dari
perkawinan yang tidak terdaftar adalah dari perkawinan orang tuanya. Dari
ketentuan ini maka perkawinan yang sah akan mempunyai konsekwensi
hukum yang mengikat dan sebaliknya jika perkawinan itu tidak sah maka
tidak akan mempunyai konsekwensi hukum apa-apa terhadap suami, istri,
serta anak-anak yang sah adalah'®:
I. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang
antara suami istri tersebut
2, Mahar (mas kawin) yang diberikan suami menjadi hak milik istri
3. tmbulnya hak dan kewajiban bagi suami istri
4. suami menjadi kepala runah tangga dan istri menjadi ibu rumah
tangga
5. anak-anak yang dilahirkan dari hubungan itu adalah anak-anak yang
sah.
6. suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-an aknya

7. umbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda

'* Moh.Idris ramulyo, Op Cit,h.248-249
37
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8.  bapak berhak menjadi wali nikah untuk anak perempuannya

9. bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak
menjadi wali anak-anak maupun harta bendanya

10. antara suami istri berhak saling waris mewarisi, demikian pula antara
anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang
tuanya, dapat saling mewarisi.

Untuk melihat akibat hukum dari perkawinan yang tidak sah dapat
ditafsirkan secara a contrario dari akibat hukum perkawinan yang sah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang hak
dan kewajiban orang tua dan anak serta tentang perwaliannya, dimana hal
ini pada umumnya tentang tanggung jawab orang tua dan wali terhadap
anak dan sebaliknya kewajiban anak pada orang tuanya bila si anak telah
dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Kewajiban orang tua tersebut dapat dilihat dalam pasal 45 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa
kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
dengan sebaik-baiknya, kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau
dapat berdin sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinaa
antara kedua orang tua putus. Jadi kewajiban orang tua untuk memelihara
dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri
sendin. Hal ini juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya
belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua

untuk memelihara anak, menantu dan cucunya.
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Anak juga wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak
mereka yang baik dan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara
menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas,
bila mereka memerlukan bantuannya.

Kewajiban orang tua tersebut tidak dapat dinikmati oleh anak yang
lahir dan perkawinan yang tidak terdaftar, karena berdasarkan pasal 43
ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa
anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga kewajiban anak
yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi kewajiban ibunya
saja sedangkan ayahnya tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap
anak tersebut,

Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan jelas
diketahui sanak kerabal tetangga, dan setiap anak harus kenal siapa bapak
dan ibunya. Ketika anak-anak masih kecil ia dijaga dan dipelihara oleh
ayah dan ibunya, dan setelah ia sudah dewasa dimana orang tuanya sudah
lemah dan tidak mampu lagi, maka dengan kemampuannya ia wajib
mengurus dan memelihara orang tuanya.

Setiap anak yang belum dewasa (baligh) atau juga sudah taligh
tetapt keadaan hidupnya miskin tidak mempunyaj harta berhak untuk
mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Menurut Imamn Hanﬁ‘
anak yang belum dewasa dan masih menuntut ilmu pengetahuan wajib

mendapatkan nafkah dari bapaknya. Anak wanita walaupun sudah dewasa
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tetapi belum kawin dan tidak mampu berhak mendapatkan nafkah dari
orang (uanya yang mampu.Begitu pula sebaliknya anak-anak yang sudah
dewasa dan mampu wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya yang tidak
mampu, mcnurut imam Syafi’i, Hanafi dan Maliki kewajiban anak
terhadap ayah dan ibu tidak saja terbatas pada yang beragama Islam tetapi
Juga bagi ayah dan ibu yang tidak beragama Isiam.

Dalam hukum islam yang dibebani tugas memelihara dan
mendidik anak adalah bapak. sedangkan ibu yang bersifat membantu. Ibu
hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya
dalam hukum [slam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat
dilihat dan segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (irdla’) dan
mengasuh (hadianah), dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih,
pencagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain,
Kewajiban bapak memberi nafkah terhadap anak terbatas pada
kemampuannya, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an yang
menyatakan:

“hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut

kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit

hendakiah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekedar)
apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan

kelapangan sesudah kesempitan™. (Q.65:7).

Kewajiban orang tua terhadap anaknya juga diatur dalam

“Hdhanah” yang dalam istilah Figigh diartikan:
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"... memelihara anak dari segala macam bahaya yang menimpnya,.
menjaga Kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanannya dan
kebersihannya, mengusahakan pakainnya hingga ia sanggup berdiri sendiri
dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim”'’

Selain dari beban yang wajib tersebut di dalam Islam orang tua
dianjurkan untuk melaksanakan Sunnah Nabi, dalam membesarkan anak
sampai ia dapat berdiri sendiri. Setelah anak lahir ayah dianjurkan
mengazankan pada telinga kanan dan kiri anak agar itu terhindar dari
gangguan jin dan penyakit; setelah anak itu berumur tujuh hari sampai ia
menjelang dewasa orang tua dianjurkan melaksanakan “akikah” dengan
menyembelih dua ekor kambing bagi anak laki-laki atau satu ekor
kambing bagi anak perempuan dan mencukur rambut sianak dan
memberikannya nama yang baik; menjelang anak berumur tujub tahun
orang tuanya hendak mengajar anaknya agar beribadah dan
memasukkannya ke lembaga pendidikan sesuai dengan bakat dan
kemampuannya, lalu setelah ia dewasa dan mampu berdini sendiri orang
tua memilihkan atau mempertimbangkan calon suami atau istrinya dan
inengawainkannya dengan baik. Sebaliknya anak wajib menghormati dan
berbuat baik terhadap ayah dan ibu serta para anggota kerabatnya

sebagaimana yang ada dalam Al-Quran yaitu:

' Kamal Muchtar, asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, jakaria,Cet I,
Tahun 1974, h.129 dikutip dari Djuber, Op Cit h. 7t
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“Dan kami wajibkan manusia (untuk berbuat) kebaikan terhadap
kedua orang tua yaitu ibu bapaknya (Q.29;8) dan Tuhan
mengingatkan bahwa ibunya telah mengandungnya dalam keadaan
lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.
Bersyukuriah kepada-KU dan kepada orang tua yaitu ibu bapakmu,
hanya Akulah engkau kembali. (q.31:14)".
3.2. Penyelesaian Sengketa Hak Pemiliharaan Anak yang Lahir Darn
Perkawinan Tidak Terdaftar
3.2.1. Praktek Pekawinan Tidak Terdaftar Terhadap Kehidupan Anak
Apabila kita telusuri lebth dalam dengan segala akibat dan
konsekuensinya, maka perkawinan yang tidak terdaftar akan sangat
berpengaruh, baik terhadap kehidupan istri, anak-anak dari
perkawinan maupun harta benda dalam perkawinan tersebut.
Perkawinan yang dil-akukan tanpa adanya Pegawai Pencatat
Nikah dan tanpa dicatatkan tersebut dianggap bukanlah peristiwa
hukum, sehingga atas perbuatan tersebut tidak menimbulkan akibat
hukum, yang artinya tidak dapat memberikan perlindungan atas hak-
hak dan kewajiban diantara mereka yang menjali perkawinan _
tersebut Kepentingan mereka dalam hubungan perkawinan yang
tidak terdaftar tersebut tidak akan mendapat jaminan hukum,
sehingga apabila salah satu pihak melakukan tindakan yang
merugikan pihak lainnya dalam hubungan tersebut, maka hukum
tidak dapat memberikan jalan keluarnya, Dengan kata lain, bila

dalam suatu perkawinan yang sah, seorang istri dapat mengajukan

gugatan atas setiap pelanggaran yang dilakukan suamninya, misalnya
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sang suami mengawini wanita lain tanpa sepengatahuannya dan jupa
melupakan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-
anaknya, maka dalam kehidupan perkawinan yang tidak tercatat, hal
tersebut tdak dapat dilakukan atau bila gugatan tersebut diajukan
oleh pasangannya dalam hubungan perkawinan yang tidak terdartar,
maka pengadilan akan menolak gugatan dan tidak akan mengabulkan
permintaan tersebut.

Mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan
yang tidak terdaflar tersebut, banyak diantaranya akan merimpa
pihak wanita sebagai istri beserta anak-anak mereka. Seorang anak
yang dilaturkan dari perkiawinan yang tidak terdafiar tidak akan
dianggap scbagai anak sah. Menurut hukum anak sah adalah anak
yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya,
sedangkan perkawinan yang sah menurut hukum itu sendiri adalah
suatu perkawinan yang didaasarkan pada hukum agamanya dan harus
ada pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah atau KUA bagi yang
beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain
Islam. Dengan kata lain, perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan
ke kantor Pencatat Nikah, maka tidak dapat dianggap sebagai
perkawinan yang sah olch negara. Pihak-pthak yang melakukan
perkawian tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum atas
apa yang menimpa mereka dalam hubungan perkawinan perkawinan

tersebut. Anak tersebut akan dianggap sebagai anak luar kawin dan
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akan hanya wmempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 43 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974. Seorang anak masih dimungkinkan
mendapat haknya daﬁ sang 1bu. Hal im berbeda dar ketentuan
hukum perdata yang menyatakan bahwa anak yang dianggap tidak
sah menurut undang-undang ini, maka tidak mempunyai hubungi'!m
apapun baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan
ayahnya. Jadi, dalam hal ini, Undang-undang perkawinan telah
memberikan pengakuan terhadap hubungan dengan ibu serta
keluarga ibunya.

Begitu penting kedudukan seorang anak bagi negara sehingga
hal tersebut perlu pengaturan khusus dalam Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pasal 42 hingga pasal 55-nya
serta dalam kompilasi hukum Islam. Hal ini tidak terkecuali bagi
anak-anak yang lahir akibat perkawinan yang tidak sah menurut
hukum antara kedua orang tuanya. Sedangkan, mengenai hubungan
hukum antara orang tua dan anak diatur dalam pasal 42 sampai pasall '
49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 98 sampai
pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.

Seorang anak yang telah dilahirkan kedunia, maka secara
kodrati fa pasti akan mempunyai seorang ibu yang telah
melahirkannya serta seorang ayah yang menyebabkannya tumbuh

dalam rahim ibunya. Hal tersebut akan terjadi sacara otomatis.
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Namun tidak semua orang tua yang telah menyebabkannya lahir
kedunia dapat menjadi orang tua secara hukum. Ini dikarenakan, tiap
negara punya aturannya sendin. Begitu pula ketentuan perundang-
undang yang berlaku di indonesia. Mengenai anak yang lahir dari
perkawinan yang tidak tercatat, maka ia tidak memopunyai
hubungan perdata dengan ayahnya. Hal tersebut hanya dapat
dimungkinkan bila sang ayah memberikan pengakuan terhadap anak
tersebut. Namun pengakuan tersebut tidak dapat dipaksakan, karena
tidak adanya bukti pencatatan secara sah atas perkawinannya. Jadi
semua hanya dilandasai oleh segi moral dan niat baik dari masing-
masing pihak. Artinya, apabila dikemudian hari terjadi perceraian
diantara  keduanya, maka mereka tidak dapat membawa
permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama, misalnya istri atau
suami  tidak dapat mengajukan gugatan mengenai harta
bersama/gono-gini, pemberian nafkah terhadap bekas istr serta anak-
anak dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu dalam perkawinan
yang tidak terdafter seringkali terjadi sengketa antara pihak suami
dalam memperebutkan hak pengasuhan anaknya. Dalam perkawinan
yang tidak tercatat, maka penyelesain masalah hanya dapat dilakukan
dengan cara kekeluargaan serta adanya niat baik dai masing-masing
pihak.

Ketentuan tentang status anak luar kawin dalam Burberlijk

Wiboek (BW) diatur dalam pasal 280 yang menyatakan bahwa

TESIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK SARI RAHMAWATI



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
46

adanya pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, maka
akan timbul hubungan pelrdata antara sianak dan bapak ibunya. Hal
it berarti apabila tidak ada suatu tindakan pengakuan secara nyata
dan tegas dari ibu dan atau bapaknya, maka terhadap anak tersebut
disamping tidak mempunyai bapak juga tidak mempunyai ibu
alamiahnya. Jadi menurut BW, ada kemungkinan seorang anak di
luar kawin tidak hanya tidak mempunyai seorang ayah, tetapi juga
tidak mempunyai seorang ibu, dalam arti antara anak dengan ibu
yang melahirkannya tidak ada hubungan hukum sama sekali, baik
mengenai pemberian nafkah serta warisan.

Jadi dalam hal kedudukan anak yang dilahirkan dari
perkawinan yang tidak terdafter, selama perkawinan orang tuanya
belumn mendapatkan pengesahan dari pengadilan, maka menurut
Undang-undang nomor ! Tahun 1974, status anak dari perkawinan
tersebut dianggap sebagai anak luar kawin sehingga anak tersebut
hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Namun, lam halnya apabila kemudian pasangan tersebut
mengesahkan perkawinannya dan mencatatkannya di Kantor Urusan
Agama setempat, maka perkawinan mereka dapat dianggap sah
secara hukum sehingga secara otomatis anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut menjadi sah dan membawa akibat hukum bagi

anak-anaknya tersebut dalam hal pemeliharaar, nafkah serta hak
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mewaris dari keduanya. Hal ini sesuai ketentuan pasal 103

Kompitasi Hukum Islam,

3.2.2. Pemeliharaan Anak dan Tanggung Jawab Terhadap Anak Bila
Terjadi Perceraian

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjedi tanggung jawab

kedua orang tuanya. Dalam hal ini, yang termasuk didalamnya antara

lain masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi

kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab

ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga

walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu

suami dalam menanggung kewajiban ekonomi terscbut karena yang

terpenting  adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara

suami dan istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya

hingga anak tersebut dewasa. Jadi disini dijelaskan bahwa

pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tuanya secara

bersama-sama.*®

Di dalam kehidupan moderen seperti sekarang ini, cara

pemehiharaan anak harus lebih mendapat perhatian. Hal i

dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memperioritaskan pada

terpenuhinya kebutuhan materiil si anak, tetapi lebih kebutuhan

mereka akan cinta dan kasih sayang, Kualitas komunikasi antara

* Ahmad Rolig. Hukum Islam di Indonesia, Reja Grafindo Persada,Jakarta, 2000. Ha 239,
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anak dan orang tua perlu diperhatikan, karena apabila tidak, maka
pada akhimya akan mencari pelampiasan di luar yang dimungkinkan
dapat membewa pengaruh negatif terhadap si anak. Yang jelas,
peranan orang tua akan sangat berpengaruh terhadap arah dan
perkembangan sifat dan keagamaan si anak,

Di sini, Undang-undang Nomeor 1 Tahun 1974 mengatur
mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak pada pasal 45
sampai dengan pasal 47, didalamnya tidak hanya mengatur tentang
kewajiban orang tua terh;a.dap anaknya, tetapi juga mengatur mengai
kewajiban anak terhadap orang tua yang tampaknya dalam
Kompilasi Hukum lslam tidak diatur secara tegas dan rinci.
Bagaimanapun juga antara hak dan kewapban adalah suatu
penyeimbangan kewajiban orang tua merupakan hak pemeliharaan
yang diterima anak, sedang setelah anak menerima haknya, maka
perlu memenuhi kewajibannya terhadap orang tuanya.

Pemeliharaan orang tua terhadap anak harus tetap dilakukan
baik pada saat keduanya masih dalam ikatan perkawinan maupun
setelah adanya perceraian. Pemeliharaan anak setelah adanya
perceraian ini sering Kkita sebut sebagai hadhanah, yang artinya
memelihara anak yang belum bisa mandi, mendidik dan
memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang

membahayakan dirinya.
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Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan
tentang akibat-akibat putusnya perkawinan yang diatur dalam pasal
4] yang menyatakan bahwa orang tua tetap berkewajiban
memelihara anak-anaknya walaupun keduanya dalam keadaan
bercerai. Dalam hal ini, yang dibebankan atas semia biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diplukan oleh sang anak adalah
ayahnta, namun dimungkinkan juga melalui pengadilan dapat
ditebntukan bahwa si ibu dapat juga memikul biaya tersebut. Selain
itu, pengadilan juga dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban
yang lain bagi bekas istrinya.

Dalam hal ini, Undang-ung Nomor 1 Tahun 1974hanya
menjelaskan mengenai tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat
materi, sedangkan perlu dibedakan dengan tanggung jawab
pengasuhan, karena hal tersebut Ibih bersifat kejiwaan bagi anak.
Untuk melengkapi hal tersebut, maka Kompilasi Hukum Islam
mengaturnya lebih rinci dalam pasal 105 yang menyatakan bahwa
dalam hal terjadinya perceraian maka:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur
12 tahun adalah hak ibunya.

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada
anak untuk memelihara antara ayah dan ibunya sebagai

pemegang hak pemeliharaannya,
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¢. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi dalam hal pemeliharaan anak setelah terjadinya
perceraian merupakan hak dari ibunya, namun mengenai biaya
pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayannya. Hak dari
seorang ibu tersebut akan melekat selama ia belum menikah laki-
laki lain, apabila ia telah nenikah lagi, maka secara praktis hak
hadhanah tersebut beralih kepada pihak yang berhak dan memenubi
syarat. Hal ini dilatar belakangi adanya hadits yang diriwatkan oleh
Abduliah ibn Amr yang menceritakan bahwa:

Seorang perempuan berkaia (kepada Rasullullah SAW):

“Wahai  Rasulullah  SAW, anakku ini  aku yang
mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibililkiu
tempal kumpulnya (brsamakuj,ayahnya telah menceraikaniu
dan ingin memisahkannya dariku, "maka Rasullullah SAW
hersabda: "kamulah yang lebih berhak (memeliharanya)
selama kamu tidak menikah.”

Dengan adanya hadits tersebut, maka semaxin jelaslah bahwa
ibulah yang diutamakan untuk memelihara anaknya apabila terjadi
perceraian, selama ia tidak menikah lagi. Apabila si ibu menikah
lagi, maka dapat dimungkinkan hak pemeliharaan anak akan
berpindah kepada ayahnya ataupun pihak keluarga yang memenuhi
syarat. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah bahwa apabila ibu
anak tersebut menikah lagi, maka besar kemungkinan perhatiannya
beralih pada pada suaminya yang baru, dan mengalahkan atau

bahkdan mengorbankan anak kandungnya sendiri. Jadi dalah hal ini

ibu mempunyai keutamaan dalam mengasuh anaknya, karena
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dianggap lebih mempunyai ikatan lahir bathin yang kuat karena
jbunyalah yang telah melahirkan serta menyusuinya. Ibu juga telah
 mempunyai kesabaran dalam mengasuh serta memberikan Kasih
sayanpnya. Oleh karena itu, demi kepentingan si anak, maka
sebaiknya anak yang masih mumayyiz berada dalam asuhan ibunya.

Hal ini berbeda dengan anak yang sudah mumayyiz, maka ia
berhak menentukan sendiri pilihannya asaikan tetap memperhatikan
kepentingan dan kebaikannya. Namun, dimungkinkan pula
pengadilan menolak pilihan anak tersebut apabila ternyata pilihan
tersebut dipandang akan merugikan kepentingannya.

Mahkamah Agung merupakan puncak dan pemegang
keckuasaan tertinggi dari badan-badan peradilan. Disamping itu
terdapat pula empat jenis lingkungan peradilan yang ditetapkan serta
dibedakan kewenangannya sesuai pasal 10 Undang-undang Nomor
35 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman. Hal tersebut bertujuan agar terjadi ketertiban, adanya
pembatasan kewenangan pada masing-masing pada masing-raasing
peradilan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Masing-masing peradilan tersebut, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum
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2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara.

Dengan adanya hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa
masing-masing peradilan tersebut berkedudukan sejajar satu sama
lain dalam menjalankan tugas kehakiman yang telah ditentukan oleh
undang-undang. Apapun yang ditentukan sebagai kekuasaannya,
maka ia berwenang secara mutlak untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikannya. Kewenangan semacam ini sering disebut sebagai
kompetensi absolut dari peradilan.

Dalam hal penyelesaian sengketa bagi orang Islam di bidang
perkawinan,cerai,rujuk,waris,waqaf,hibah serta shadaqoh, adalah
merupakan kewenangan Pengadilan agama untuk menyelesaikannya.
Begitu pula masalah pemeliharaan anak dari perkawinan yang tidak
tercatat, karena hal tersebut berkaitan dengan masalah perkawinan
yang akan dibahas pada sub bab ini. Adapun masalah-masalah
sengketa perkawinan yang menjedai kewenangan Pengadilan Agama
tersebut telah diuraiakn dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 Undang-
undang nomor 7 tahun 1989 yang salah satunya menjelaskan

mengenai pengusaan/pengasuhan anek akibat peceraian.
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Sengketa hak plemeliharaan anak dapat timbul karena adanya
pengajuan gugatan ke pengadilan dari salah satu pilak yang
bersengketa. Hal ini dapat diartikan bahwa tanpa adanya gugatau,
maka sengketa di Pengadilanpun tidak pemah ada. Jadi selama para
pihak dapat melakukan penyelesaian dengan jalan damai dan
kekeluargaan, maka pengadilanpun tidak dapat turut campur dalam
penanganannya. Namun sebaliknya, apabila diantara kedua belah
pihak terjadi perebutan penghasuban anak, maka hal yang dapat
dilakukan adalah dengan mengajukan gupatan sengketa anak kepada
Pengadilan Agama apabila kedua pihak yangbersengketa beragama
Islam, dan Pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam.
Setelah melalui berbagai proses beracara di pengadilan, maka hakim
dapat memutuskan siapa diantara kedua belah pihak yang berhak
memelihara anaknya dengan melalui berbagai perimbangan demi
kepentingan dan kebaikan si anak.

Dalam hal penyelesaian sengketa hak pemeliharaan anak di
Pengadilan Agama, maka yang dianut adalah aturan-aturan hukum
Istain yaitu Al Qur'an dan Hadits. Hal ini dikarenakan Pengadilan
Agama adalah peradilan yang khusus untuk memeriksa, memutus
dan menyelesaiakan masalah-masalah perdata temntentu bagi orang
Istam.Selain itu, di Indonesia juga telah di bentuk berbagai macam
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hak

untuk memelihara atau mengasuh anak berdasarkan hukum Islam,
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antara lain undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-undang
nomor | Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum
Islam.

Pada dasarnya, semua peraturan tersebut memiliki persamaan
pandangan dalam menyelesaikan senpketa hak pemeliharaan anak.
Masing-masing peraturan akan saling melengkapi dalam praktek
pengadilannya. Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 telah diatur tentang kewenangan absolut dari Pengadilan
Agama yaitu kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah
bagi orang Islam dalam bidang perkawinan, pewarisan, wasiat,
hibah,waqaf, serta shodaqoh yang akan diselesaikan menurut Hukum
Istam, selanjutnya hal tersebut akan dipadukan dengan ketentuan
dalam pasal 66 ayat 5 tentang pengajuan talak dari sang suami
kepada 1stminya dan sekaligus dapat mengajukan permohonan
penguasaan terhadap anak. Sebaliknya istripun dapat melakukan
sebaliknya seperti yang telah diatur dalam pasal 86 ayat 1 yaitu
dalam gugatan cerai istri kepada suaminya, inaka 1a dapat sekaligus
mengajukan tentang hak pengasuhan anak, pembagian harta bersama
atau gono gini, nafkah anak serta nafkah terhadap bekas istri. Jadi
dengan adanya pasal-pasal yang mengatur teatang penyelesaian
sengekta hak pemeliharaan anak tersebut, maka mengenai hal ini

telah mempunyai dasar hukum yang kuat,
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan.
tentang pemeltharaan anak setelah terjadinya perceraian diatur dalam
pasal 41 huruf a yaitu akibat-akibat putusnya perkawinan dimana
didalamnya dinyatakan bahwa ayah maupun ibu tetap berkewajiban
dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak baik pada saat
mereka masih dalam keadaan rukun, maupun setelah adanya
perceraian.Begitu pula yang telah diatur dalam Peraturn Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa
bersamaan berjalannya perceraian, maka dapat pula ditentutakn hal-
hal yang menyangkut pemeliharaan dan pendidikan anak. Jelaslah,
dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka kesejahteraan
anak tetap dijalankan serta diperhatikan baik saat proses maupun
setelah terjadinya perceraian.

Sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam
terutama yang berkaitan dengan masalah hadhanah, maka hal
tersebut diatur lebih rinci dan tegas, karena di dalamnya juga
mengatur tentang batas umur anak, apakah ia masih digolongkan
mumayyizataukah dianggap telah dewasa. Ketentuan mengenai
pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam ini diatur dalam
pasal 105, yang menyatakan bahwa ibulah yang berhak yang
mengasuh anak yang belum berusia 12 tahun, sedangkan biaya
pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, Namun, apabila si anak telah

mumayyiz, maka ia akan diperbolehkan memilih diantara kedua
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orang (uanya untuk memeliharanya. Tentu saja ketentuan int tidak
bersifat mutlak, karena sebelumnya harus melalui pertimbangan
demi kemaslahatan si anak itu sendiri. Dalam hal ini, hakim dapat
menolak pilihan si anak bia hal tersebut dipandang tidak membawaa
kebaikan bagi si anak. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bagi
sang ayah untuk mendaphtkan hak asuh terhadap anaknya apabila
memang dapat dibuktikan bahwa si ibu tidak memenuhi kriteria
sebapal pemegang hadhanah, atau dapat pula dikemudian hari,
ternyata ta telah menclantarkan anaknya, tidak mampu lagi
mengasuh anaknya karena alasan tertentu, misainya gila, sakit keras,
cacat fisik, cacat mental, dan lain sebagainya. Selain itu, ada
kemungkinan si ibu telah berlaku buruk terhadap anaknya.

Dengan memadukan ketiga uraian tersebut diatas, maka
diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang hal-hal yang
berkaitan dengan hak pemeliharaan anak, dan dapat memutuskan
suatu keputusan yang batk dan bijak.

Segala hal yang telah diatur tentang pemeliharaan anak maupun
sengketa pemeliharaan anak diatas merupakan penyelesaian secara
legal yuridis sebagai akibat dari perceraian atau putusnya suatu
perkawinan seperti yang telah diatur dalam pasal 41 Undang-undang
Nomor | Tahun 1974, sedaangkan perceraian itupun juga harus
didahului oleh perkawinan yang diatur oleh Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 yang didasarkan ketentuan agamanya dan juga ada
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keharusan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat
Nikah. Apabila perkawinan yang dilakukan tersebut tidak memenuhi
salah satu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
misalnya dengan melakukan perkawinan yang hanya memenuhi
ketentuan agama tetapi tidak didaftarkan seperti yang ditentukan oleh
negara, maka hatl tersbut menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 6
ayat 2 tidak mempunyai kekuatan hukum dan konsekuensinya,
sepala permasalahan yang timbul dikemudian hari, misalnya masalah
perceralan, pengesahan tentang pemeliharaan anak, maupun nafkah
terhadap bekas istn dan anak-anaknya tidak dapat diselesaikan lewat
jalur hukum. Dalam hal ini, para pihak tidak dapat menga ukan
gugatannya ke Pengadilan Negeri karena pengadilan tersebut tidak
berwenang untuk mengadili masalah-masalah yang dilakukan oleh
orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan untuk
menanganinya berada pada Pengadilan Agama. Namun, dalam hal
ini Pengadilan agamapun memiliki keterbatasan sesuai ketentuan
perundang-undangan, vyaitu diantaranya kewenangan untuk
menyelesaiakn  sengketa  perkawinan orang Islam  yang
dilaksanakan/sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Olch karena itu bagi perkawinan vang dilakukan tanpa didaftarkan
akan mendapatkan masalah dalam hal pengajuan gugatannya.

Demi menyelesaiakn masalah atau sengketa yang terjadi akibat

dari perkawinan yang tidak terdafter tersebut, maka terlebih dahulu

3
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harus diketahui tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Mengenai perkawinan yang
tidak terdaftar, ternyata banyak terjadi pertentangan pendapat
mengenar keabsahannya. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa
suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila telah memnuhi hukum
agamanya, sedangkan mengenal pencatatannya, hal tersebut hanya
merupakan masalah sosial saja karena hal tersebut tidak melanggar
aturan agamanya. Namun adapula yang menyatakan bahwa
perkawinan yang tidak terdaftar bukan merupakan / tidak dapat
dianggap sah karena hal tersebut dipandang akan merugikan
kepentingan dan kemaslahatan umat, terutama kaum wanita dan
anak-anak karena perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat
hukum.

Disini, pendapat saya, lebih menyetujui pandangan yang
pertama yattu perkawinan yang tidak terdaftar tersebut adalah tetap
sah waiaupun tidak dilakukan pencatatan. Tentu saja hal ini tanpa
mengesampingkan arti penting suatu pencatatan perkawinan. Selain
mengenai keabsahan perkawinan, perlu diingat bahwa para pihak
juga harus memperhatikan baliwa Pengadilan Agama dalam
menyelsaikan perkara menganut asas Persenolitas Keislaman, yang
artinya bahwa yang dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan
Agama adalah orang yang sama-sama beragama Islam pada saat

terjadinya perkawinan dan juga dilakukan berdasarkan hukum Istarn.
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Jika kedua ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka sengketa yang
diajukan akan menjad: kewenangan Pengadilan Agama.

Mengenai penyelesaian sengketa tentang hak pemeliharaan dan
perkawinan yang tidak tercatat, maka langkah-langkah yang dapat
ditempuh pertama-tama didahulwi  dengan menuniukkan bukti
pengesahan anak dari pejabat yang berwenang, karena telah
ditentukan dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
junto pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan
bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai
perkawinan itu sendiri telah kita bahas sebelumnya.

Berkaitan dengan keberadaan seorang anak yang dilahirkan
dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut maka tidak perlu
diragukan lagl mengenai keabsahannya. Apalagi bila hal tersebut
dapat didukung dengan adanya akte kelahiran dari anak yang
bersangkutan, maka hal tersebut sudah merupakan suatu bukti
otentik seperti yang ditentukan oleh pasal 103 ayat 1 Kompilasi
Hukum lIslam yang mengatur bahwa asal usul anak hanya dapat
dibuktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti lainnya. Jadi apabila
scorang anak telah mempunyai bukti tentang keabsahannya, maka
akan membawa konsekuensi bagi kedua orang tuanya dalam hal

pemeliharaannya.
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Apabila hal tersebut kita kaitkan dengan kompetensi
l-"éugadilan Agama dalam memutuskan tentang siapa diantara kedua
orang tua yang berhak memelihara anaknya setelah terjadinya
perceraian, maka hal tersebut dapat diajukan bersamaan dengan cerai
talak maupun cerai gugat yang dilakukan oleh pihak suami maupun
st strt. Dalam hal suatu perkawinan yang tidak tercatat, maka hal
tersebut belum dapat dikatakan sah karena mereka tidak mempunyai
bukti tentang terjadinya perkawinan diantara mereka, sehingga sulit
bagi keduanya umtuk mengajukan permohonan pengesahan ke
Pengadilan mengenai perceraian serta akibat-akibat dari perceraian
tersebut baik terhadap pemeliharaan anak-anak maupun pembagian
harta bersama. Tapi dalam hal ini, Kompilasi Hukum [slam telah
memberikan jalan keluar tentang kemungkinan adanya perkawinan
yang tidak mempunyai bukti pencatatan yaitu dalam pasal 7 ayat 2
yang menyatakan bahwa:

“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akia
nikah, dapat diajukan itsbat nikahnva di Pengadilan Agama”

Itsbat ini dapat diperkenankan karena alasan-alasan yang diatur
dalam pasal 7 ayat 3 Kompilas: Hukum Islam, yang isinya antara
lain:

a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

b. hilangnya akta nikah
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¢. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan

d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang Nomor | Tahun 1974

e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974.

Apabila nikah vyang diajukan oleh kedua pihak yang
bersengketa telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka secara
otomatis perkawinan merekapun telah diakui dihadapan hukum dan
juga negara, dan selanjutnya untuk mendapatkan keputusan tentang
hak pemeliharaan anak, maka Pengadilan Agama dapat memutus
perkawinan tersebut dengan perceraian. Baru setelah itu dapat
diputuskan  tentang siapa yang berhak mengasuh anak-anaknya.
Dalam hal ini yang mempunyai peluang yang lebih besar dalam
mengasub anak-anak yang belum mumayyiz adalah ibunya. Tentu
saja apabila fidak ada bukti bahwa sang ibu tidak layak atau tidak
memenuhi kriteria sebagal pemegang hak asuh. Apubila terbukti
bahwa sang ibu tidak layak mengasuh, maka hal tersebut dapat
berpibdah kepada ayah atau keluarga yang memenuhi syarat, hal mi
semata-mata demi kepeningan dan kebikan anak tersebut. Apabila
Pengadilan Agama telah memberikan keputusannya dan telah

mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai hak pemeliharaan anak,
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maka pihak-pihak harus melaksanakannya dengan sukarela. Pihak
yang telah memperoleh hak untuk mengasuh anak harus bersedia
menyerahkan anaknya kepada pihak yang telah diputuskan oleh
pengadilan. Namun apabila pihak suami maupun istri yang aikenai
putusan tersebut tidak mematuhi secara sukarela, maka pihak yang
lain dapat mengajukan gugatan untuk mengenakan sanksi berupa
pembayaran sejumlah uang paksa (dwangsom) kepada pihak yang
telah melanggar keputusan Pengadilan Agama tersebut.
3.3. Hak Pewarisan Anak Dari Perkawinan Tidak Terdaftar
3.3.1. Hak Pewarisan Anak Meaurut BW

Di dalam KUH Perdata ada 3 macam anak yaitu:

. Anak sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah
menurut Undang-undang

Anak diluar perkawinan ylang diakui

R

3. anak diluar perkawinan yang tidak diakui

Scorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak
terdaflar menurut BW disebut anak diluar perkawinan atau anak
tidak sah. Hal ini disebabkan karena tidak dicatatkannya perkawinan
tersebut ke lembaga pencatatan perkawinan yang berwenang (Kantor
Urusdan Agama bagi orang muslim dan Kantor catztan Sipil bagi
non muslim) sehingga tidak ada bukti otentik yang dapat

membuktikan terjadinya perkawinan itu.
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Didalam BW ada peraturan istimewa mengenai hubungan
hukum tentang warisan antara ibu dan anak yang lahir diluar
perkawinan yaitu termuat dalam pasal 862 sampai dengan pasal 8§73
BW. Menurut BW ada kemungkinan seorang anak tidak mempunyai
ayah dan nhdak mempunyai ibu, dalam arti bahwa anak dari
peremmpuan  yang melahirkannya tidak ada hubungan hukum.
Hubungan hukum baru ada apabila ibu mengakui anak itu sebagai
anaknya. Pengakuan itu harus dilakukan dengan cara tertentu yaitu
dengan akta kelahiran si anak atau secara akta otentik sendiri, yaitu
dengan akta notaris atau dengan akta yang dibuat dimuka Pegawai
Pencatat Sipil (pasal 281BW). Anak yang lahir dari perkawinan yang
tidak terdaftar akan mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya
apabila ayahnya mengakui bahwa ia menyebabkan lahirnya anak itu.
Pengakuan anax diluar kawin ini hanya dapat terjadi apabila ibunya
menyetwjui  (pasal 284BW). Dengan diakuinya anak diluar
perkawinan maka ia akan mendapatkan kedudukan istimewa dalam
pewarisan.

Apabila pewaris (ayah) meninggal dunia dengan meninggalkan
anak diluar perkawinan yang diakui, janda serta anak sah maka
bagian dari anak diluar perkawinan itu adalah sepertiga dari bagian
anak sah. Apabila pewaris tidak meninggalkan Keturunan tetapi

| meningpalkan keluarga sedarah dalam garis keatas ataupun saudara

laki-laki dan perempuan maka anak diluar perkawinan mewaris
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setengah dari warisai.i. Apabila yang ditinggalkan adalah anak
saudara dalam hubungan yang lebih jauh maka anak diluar
perkawinan yang diakui mewarisi tiga perempat dari warisan (pasal
863 BW).

Pembagian warisan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga
bagian dani anak yang lahir diluar perkawinan itu harus dihitung dan
dikeluarkan lebih dahulu, baru sisanya dibagi antara para ahli varis
yang lainnya seolah-olah sisa ttu merupakan harta warisan yang
masth utuh (pasal 846 BW). Kalau tidak ada ahli waris lain yang
berhak atas warisan maka harta warisan seluruhnya jatih pada anak-
anak diuar perkawinan atau anak yang lahir dan perkawinan yang
tidak terdaftar itu (pasal 865 BW).

Menurut  BW hak dan kedudukan antara laki-laki dan
perempuan dalam mewaris adalah sama. Anak laki-laki dan -
perempuan sama-sama berhak mewarisi harta o\penuinggalan orang
tua dan besarnya bagian yang menjadi hak antara anak laki-laki dan
anak perempuan adalah sama yaitu satu dibanding satu, tanpa
membedakan usia anak. Sedangkan menurut hukum Islam anak

diluar kawin tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya.
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3,3.2. Hak Pewarisan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai
Pembauran Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan
RHukum Perwakafan Islam

Anak yang lahir dan perkawinan yang tidak terdaftar, menurut
hukum Islam dianggap sebagai anak yang sah, sehingga ia tetap
mempunyai hak untuk mewarisi dari harta peninggalan kedua orang
tuanya. Ketentuan mengenai hak mewaris dari anak, tersebut baik
dari anak laki-laki atau anak perempuan terdapat di dalam S! Qur’an,
Hadits dan Kitab-kitab fiqih hasil pemahaman para ulama dan
mujtahidin..

a. Ketentvan dalam Al Qur’an
I. "Orang laki-laki memperoleh bagian dari apa yang
ditinggalkan oleh bapak ibunya dan kerabat dekatnya. Dan
orang perempuan memperoleh bagian dari apa yang telah
ditinggalkan oleh ibu bapaknya dan kerabat dekatnya, baik
sedikit atau banyak merupakan bagian yang sudajh
dntentukan.” (QS. An-nisa’:7)

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa anak laki-laki dan
anak perempuan adalah ahli waris atas harta peninggalan ibu
bapaknya dan juga merupakan ahli waris atas harta peninggalan
keluarga dekatnya. Anak laki-laki maupun perempuan sama-
sama mempunyai hak atas warisan itu. Sedangkan untuk
ketentuan jumlahnya sudah ditentukan Aliah secara pasti.

2. " Allah mensyari’atkan kepadamu tentang anak-anakmu.
Untuk anak laki-laki bagian dua kali bagian anak perempuan.
Jika anak itu perempuan semua, lebih dari dua, maka bagi

mereka duapertiga dan harta yang ditinggalkan. Jika anak itu
perempuan satu orang maka ia memperoleh seperdua bagian.
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Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masingnya
seperenam dan harta yang ditinggalkan jika yang meninggal
itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya
(saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal
Itu mempunyai beberapa orang saudara maka ibunya
mendapat seperenam. Semua itu setelah Gipenuhi wasiat yang
dibuat atau dibayar hutang-hutanganya’. (QS. An-nisa’:11)
Ayat ini memberi pengertian mengenai bagian ahli waris
sebagai berikut:
[. Bagian warisan bagi satu orang anak laki-laki sama dengan
bagian dua anak perempuan
II. Jika anak itu hanya perempuan saja, dan jumlahnya dua orang
atau lebih mereka mendapat dua pertiga bagian
til. Jika anak perempuan itu hanya satu saja, maka bagiannya
seperdua dari harta peningglan
IV. Bagi ibu bapak masing-masing mendapat seperenam bagian
Jika si pewaris meninggalkan anak
V. lika pewaris tidak meninggalkan anak dan diwarisi oleh ibu
bapaknya, maka ibunyamendapat sepertiga kalau tidak ada
saudara baginya
VI Jika si pewaris tidak mempunyai anak akan tetapi mempunyai
saudara dan diwarisis oleh ibu bapaknya, maka ibunya
mendapat seperenam

VIl. Pembagian harta peninggalan tersebut dilakukan setelah

ditunaikannya wasiat dan dibayarkan hutang-hutang si pewaris.
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b.  Keterangan dari Hadits

Ada sebuah hadits yang diucapkan oleh Zaid bin Zabit
mengenai pemberian hak waris bagi anak laki-laki dan anak
pere,puan, yaitu hadits tersebut isinya adalah sebagai berikut:
“Zad berkata: jika seorang laki-laki atau seorang perempuan
meninggalkan anak perempuan seorang, maka anak perempuan
ini mendapat bagian seperdua bagian warisan; jika anak
perempuan itu ada dua orang atau lebih maka mereka mendapat
duapertiga bagian, jika terdapat anak laki-laki bersama mereka
pemtbagiannya dimulai dengan siapa mereka bersekutu, ia
diberi menurut ketentuannya, sedangkan sisanya dibagi
bersama, seorang anak laki-laki dua kali bagian dari anak
perempuan”. (H.R. Bukhari)®'

Hadits ini memben pengertian jika seorang meninggal
dunia dengan meninggalkan seorang naak perempuan, jika
anak itu hanya satu, maka ia mendapat seperdua dari harta
yang ditinggalkan, jika anak perempuan ini dua orang atau
lebih maka mercka mendapat bagian duapertiga dari harta
peninggalan tersebut. Jika anak tersebut terdiri dari anak laki-
laki dan anak perempuan dan ada ahli waris lain, yaitu
kelompok zawil furud (ahli waris yang mendapat bagian
tertentu) maka kelompok ini didahulukan pemberian haknya,
kemudian sisanya dibagi bersama-sama antara anak laki-laki

dan anak perempuan yang mana bagian ank laki-laki sama

dengan dua kali bagian anak perempuan.

2 Al-Bukhari, As-Sahihut Bukhari, Ad-Divarul Nisrivah, Kairo, 1343, juz IV h.103 dikutip dani
Imam Muchlas, Waris Dalam Islam (suatu Study Kasus). Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1996,
h.42,
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c. Pendapat para ulama

Ulama dari empat mazhabyaitu Syafi’l, maliki, Hambali,
dan Hanafi sepakat bahwa jika seorang meninggal dunia dengan
meninggalkan ahlt wans anak laki-laki tanpa ada suami atau istri
tidak ada ibu atau bapak maka seluruh harta peninggalan
diberikan kepada anak tersebut, jika anak itu hanya satu orang
maka harta itu dimilikinya sendiri, jika lebih dari satu orangmaka
dibagi bersama secara rata.. Jika ahli waris itu sendiri dari anak
laki-laki dan perempuan maka harta peninggalan itu dibagi
bersaina antara anak-anak itu dengan cara bagian satu orang anak
laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dengan
pembagian warisan seperti itu maka anak itu menghijab atau
menghalangi waris yang lebih jauh yaitu cucu, sacdara laki-laki
atau perempuan dan kakek nenek.

Para ulama tersebut juga sepakat bahwa jika seorang mati
dengan meninggalkan ahli waris anak perempuan saja dan tidak
ada ahli waris yang lain, maka jika anak perempuan itu hanya
satu, dia mempunyai hak seperdua dari harta peninggalan dan
tidak boleh lebih dari itu. Sedangkan jika anak perempuan itu
Iebih dan satu orang maka mereka berhak untuk mendanatkan
dua pertiga.

Sedangkan mashab Syi’ah Imamiyah menyatakan bahwa

Jika seseorang mati dengan meninggalkan ahli warisyang hanya
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satu anak perempuan. maka seluruh harta peninggalan it
¢iberikan kepada anak ini semuanya dengan perincian bahwa
bagian yang sperdua adalah haknya sebagai zawil furud dan
bagian yang sperdua lagi adalah sisa yang dikembalikan (rad)
kepadanya, tidak ada bagian untuk ahli waris asabah (ahli waris
yang mendapat bagian tidak pasti)?

Merurut ulama empat mazhab yaitu Syafi’l, maliki,
Hambali, dan Hanafi saudara perempuan sekandung atau seayah
dapat menjadi waris Asabah menyertai anak perempuan, Dengan
demikian jika seseorany meninggal dengan meninggalkan ahii
waris yang terdiri dari anak perempuan bersama saudara
sekandung atau scayah atau tidak ada laki-laki diantara mereka,
maka saudara perempuan itu menjadi asabah dan iamendapatkan
sisa dan harta yang telah diambil oleh perempuan tersebut,
sedang mazhab Syi‘ah Imamiyah, saudara pereinpuan itu tidak
dapat 1kut mewaris selama masih ada anak, baik anak perempuan
satu orang atau lebih termasuk keturunannya, sebeb anak
perempuan atau Keturunannya itu menduduki tingkatan pertama
dalam hal mewarisi, sedangkan saudara-saudara perempuan itu
menduduki urutan kedua.

Hukum waris Islam menetapkan ahli waris laki-laki dan

ahli waris perempuan tidak sama yaitu anak laki-laki mendapat

2 1bid. h.43

% Muhammad Jawad Mubhnivah, Al-Akhwalusy-Syahsiyah (Bairut, Darul [imil Maiayint,

1964)h.257
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warisan sebanyak dua kali bagian anak perempuan (QS. An-

Nisa:l1). Alasan atau hikmah yang terkandung dalam syari’at

Islam tentang perbedaan pembagian warisan anak laki-laki dan

anak perempuan tersebt;t adalah:

I Umumnya nafkah perempuan telah ada yang menanggung
yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki dan keluarganya
yang lain yang wajib memberi nafkah keopadanya

2. perempuan tidak dituntu memberi nafkah kepada siapapun,
sedangkan laki-laki dituntut menanggung nafkah sanak
Keluarganya dan orang lain yang menjadi kewajibannya,
kecuali seorang janda yang harus memelihara anak-anaknya

vang masth kecil

Tad

kewajiban mengeluarkan anfkah bagi laki-laki lebih banyak
mecamnys dan kewajibannya berkenaan dengan materi lebih
vital, sehingga kebutuhannya terhadap harta lebih besar
dibandingkan dengan perempuan |
4. lak-laki dituntut untuk memberi mahar kepada istrinya serta
memberikan sandang, pangan, dan papan bagi itri dan anak-

anaknya
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Lh

biaya sekolah anak, ongkos pengobatan anak, isiri dan
sebagainya menjadi tanggung jawab laki-laki (suami), tidak
menjadi kewajiban perempuan.**

Dengan demikian segala belanja yang bersifat metenil
menjadi tanggung jawab laki-laki yang telah dewasa, sesuai
dengan ajaran hukum Islam yakni perintah Allah yang termuat
dalam Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 7 yang artinya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai
dengan  kemampuannya, dan orang yang sempit rezkinya
hendaklah memberi nafkah sesuai dengan harta yang diberikan
Allah kepadanva ..

Dari uraian tersebut dapat diketahui mengapa bagian
untuk anak laki-laki maupun perempuan berbeda. Sesuai dengan
asas keadilan, siapa yang lebih banyak mengeluarkan biaya dan
tangguny jawabnya lebih besarmaka ia berhak mendapat yang
lebih banyak dan memadai. Islam meberikan bagian pada laki-
laki dua kali lipat bagian perempuan sehingga perempuan selalu
mendapat  selalu mendapat rezki dan perlindungan dari laki-laki
seperti yang diterangkan di atas. Dengan demikian, perempuan
lebbih  banyak mendapat kesenangan dan  kenikmatan
dibandingkan dengan laki-laki, karena ia mendapatkan warisan
dengan tidak mempunyai beban tanggung jawab dari apa yang

diperolehnya. Dia dibebaskan dari tuntutan memberi nafkah,

* Muh. Alj As-Shabuni, Hukum waris Dalam Svari'at Islam (disertai contoh-contoh pembagian
harta waris), Dipenogoro, Bandung, 1998.h.23.
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sedangkan laki-laki dituntut untuk memberi nafkah dan
memenuhi segala kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga,
seperti Firman Allah dala Al Quran Surat Al Baqarah ayat 233
vang artinya -

“.. Dan bagi para bapak diwajibkan memberi nafkah dan
pakaian kepada mercka (pada istri dun anak-anaknya) dengan
card yang baik.”

Upaya untuk lebih mendekatkan orang islam dengan
keislamannya terus menerus dilakukan, salah satunya yaitu
mendekatkan orang Islam dengan hukum Islam. Ketentuan
tukum Islam yang telah lama diupayakan agar dijalankan atau
diterapkan oleh orang-orang Islam di Indonesia adalah ketentuan
mengenai hukum kewarisan. Dasar hukumnya pasal 49 ayat 1
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang isinya:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

bidang:

a. perkawinan;

b. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam;

¢. wakaf dan shadaqah;”

Di dalam penjelasan Undang-undang tersebut ditegaskan

bahwa bidang pewarisan adalah mengenai penetuan-penetuan

siapa yang menjadi ahli waris, penetuan harta peninggalan,
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penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan
pembagian harta ;Jeninggalan apabila pewarisan dilakukan
berdasarkan hukum islam.

Jika pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahuni989
dihubungkan dengan penjelasan uindang-undang itu, maka orang
Islam harus tunduk pada hukum kewarisan Islam apabila mereka
hendak membagi warisan. Namun dengan dikeluarkannya Surat
cdaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1989 dalam butir
kelima menyatakan bahwa setelah tanggal 1 Juli 1990 orang
Islan hanya dapat mengajukan perkawra kewanisan ke
Pengadilan Agama.

Adanya kenyataan seperti ini menyebabkan para ahli
bukum terutama ahli hukum lstam berupaya menggali hukum
kewarisan Islam yang baru yang sesuai dengan masyarakat [slam
di Indonesia untuk kemudian dituangkan dalam Kompilasi
Hukum Islam. Karena ketentuan kewarisan sudah ditetapkan
dalam Al Quran maka rumusanmenegnai Kompilasi Hukum
Islam mengikuti garis rumusan yang terdapat dalam Al quran.

Semakin diterima dan meluasnya pendapat bahwa Al
Quran dan As Sunnah menghendaki sitem bilateral dibidang
kewarisan menyebabkan ada pembaruan yang cukup meonjol

dalam Kompilasi Hukum Islam.

TESIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK SARI RAHMAWATI




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
74

Pembaruan yang amat menonjol itu dipelopon oleh
Profesor Hazairin yaitu:

{. ditegaskan bahwa hukum kewarisan Islam berasas bilateral
(parental)

2. duegaskan bahwa hukum kewarisan Islam mengenai
penggantian tempat atau plaatsvervulling.

Pembauran i membawa konesekuensi yang sangat luas
terutama dalam menentukan siapa-siapa yang dapat tampil
sebagai ahli waris, oleh karena itu jika pikiran-pikiran pembauran
Hukwm Islam yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam
ftu dibandingkan dengan Ahlussunah akan terdapat perbedaan
yang cukup mencolok khususnya untuk hal-hal yang tidak diatur
atau hanya diatur secara garis besar baik oleh Al Quran maupun
Assunnah.

Namun untuk pengaturan hak pewarisan anak baik hak
pewarisan anak laki-laki atau pewarisan anak perempuan tidak
ada perubahan. Hukum kewarisan Islam mengatur bagian
wanisan anak berdasarkan QS. An-nisa ayat 11 yakni:

a. apabila hanya ada satu anak perempuan maka mereka
memperoleh seperdua bagian
b. apabila ada dua atau lebih anak perempuan maka mereka

memperoleh duapertiga bagian

* Rahmad Budiono, Pembauran | fukum Kewarisan Islam di Indonesia, Citra Adityva Bakii,
Bandung, 1999.h 35
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¢. apabila anak perempuan mewaris bersama anak laki-laki
maka bagian warisan anak perempuan setengah dari bagian
warisan anak laki-laki.

Sedangkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam
menegaskan tentang hal yang sama yang berbunyi sebagai
berikut:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat
separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka
bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila
anak perempuan bersama-sama dengan aknak lali-laki,
maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu
dengan anak perempuan”.

Dengan tidak adanya perubahan pengaturan tentang

bagian warisan bagi anak, maka anak laki-laki tetap

mendapatkan hak waris sebesar dua kali dani bagian anak

perempuan.
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BADB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

a. Menurut hukum Islam, perkawinan yang tidak terdaftar merupakan
perkawinan yang sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya yaitu
adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, ijab kabul,
dan para saksi tanpa perlu adanya pencatatn perkawinan, Pencatatan
perkawinan hanya merupakan syarat administrasi saja, artinya
perkawinan tetap sah karena penetuan sah dan tidaknya perkawinan
ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak yang melangsungkan
perkawinan, karena perkawinannya sah maka anak yang dilahirkan dari
perkawinan yang tidak tercatat adalah anak sah menurut agama.
Sedangkan perkawinan yang tidak terdafiar menurut Undang-undang
Nomor | Tahun 1974 adalah tidak sah karena ticak dilakukan sesuai
dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu tidak dipenuhinya
kewajiban untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai
Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama seperti yang disyaratkan oleh
Undang-undang Nomor | Tahun 1974 (dalam pasal 2 ayat 2} yang
menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena merupakan
perkawinan yang tidak sah maka perkawinan yang tidak terdaflar tidak

mempunyai akibat hukum seperti yang telah disebutkan diatas, jadi anak
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yang dilahirkan dan perkawinan yang tidak terdaftar dianggap sebagai
anak tidak sah atau anak luar kawin karena tidak ada pengakuen dari
negara bahwa telah terjadi perkawinan itu.

b. Anak yang lahir dan perkalwinan yang tidak terdafter menurut hukum
Islam (agama Islam) adalah anak sah, namun anak tersebut karena
perkawinan orang (uanyé tidak dapat menunjukkan bukti yang otentik,

yaitu akia perkawinan, maka negara tidak mengakuinya,

4.2, Saran

a. Meskipun tanpa adanya pencatatan, perkawinan yang tidak tertadftar
dianggap sah menurut hukum I[slam, namun ada baiknya apabila suatu
perkawinan dicatatkan kepada pejabat yang berwenang agar lebih
tercipta kepastian hukum baik menurut agama maupun menurut Undang-
undang. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka akan memudahkan
pengurusan akta kelahiran, memudahkan pengurusaan warisan, tidak
mudah tcrjadi poligami bagi sang suami dan tidak mudah terjad:
perceraian.

b. Seharusnya pemenintah terutama instansi yang berkaitan dengan
perkawinan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai tata cara
perkawinan yang baik dan benar menurut agama dan Undang-undang
agar tidak terjadi perkawinan yang tidak tertafiar yang mengakibatkan
dampak yang buruk terhadap istri-istri dan terutama anak-anak yang
dilahirkan  dari pertkawinan yang tidak terdaftar, agar anak-anak

tersebut dapat mendapatkan hak-hak mereka demi kesejahteraan mereka,
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